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William Arthur Word
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar negara Republik
Indonesia hanya merupakan sebagian dari hukum dasar yang tertulis, sedangkan
selebihnya masih ada hukum dasar yang tidak tertulis. Walaupun Undang Undang
Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar itu singkat namun sudah mencerminkan
unsur-unsur dari sistem hukum yang berlaku. Hal itu disebabkan masyarakat yang
lahir, tumbuh dan berkembang.

Hukum yang berlaku di Indonesia mengatur hubungan antara individu
dengan masyarakat dan negara. Serta membatasi berbagai kepentingan dengan jalan
menentukan larangan dan keharusan guna tercapainya ketertiban hukum dalam
masyarakat.

Peraturan yang berisikan norma tentang ketentuan sikap tindak manusia
dalam bertingkah laku atau berbuat tidak hanya terletak pada satu hukum tetapi
terdapat di lapangan lainnya seperti hukum perdata, hukum administrasi negara dan
lain-lain yang pada umumnya ada sanksi bila dilanggar.

Dalam suatu pelanggaran terdapat unsur pelaku dan perbuatan yang sangat
berkaitan erat. Di dalam KUHP dikenal istilah strafbaarfeit. Kepustakaan tentang
hukum pidana sering mengunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang undang

dalam merumuskan mengunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau



tindak pidana. Walaupun di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tidak ada
kesatuan pendapat mengenai pengertian tindak pidana itu, masing-masing sarjana
memberikan perumusan yang berbeda-beda.

Menurut Simons, suatu strafbaarfeit itu adalah perbuatan manusia yang
melawan hukum dengan unsur kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat

dipertanggungjawabkan. '

Menurut Pompe, suatu strafbaarfeit itu didasarkan atas elemen-elemen =

1. Wederrechtelijkheid ( unsur melawan hukum ).
2. Schuld ( unsur kesalahan ).
3. Subsociale ( unsur bahaya/gangguan/merugikan ).

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh
suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman ( sanksi ) yang berupa pidana
tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. 3

Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera perlu
peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan
kesehatan termasuk ketersediaan tenaga kesehatan.

Didasarkan atas kebutuhan setiap manusia untuk dapat terus

mempertahankan hidupnya terutama di bidang kesehatan, maka semakin meningkat

! Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1982, hal 92
2 Jbid, hal 105

3 Moeljatno, Azas- Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1983, hal 54



pula kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Adapun faktor dominan penyebab

semakin meningkatnya permintaan akan pelayanan kesehatan tersebut adalah :

1. Meningkatnya jumlah permintaan atas pelayanan kesehatan.
Adanya pertambahan penduduk disertai dengan hak pasien yang secara bebas
dapat kapan pun meminta jasa pelayanan kesehatan saat dibutuhkan menjadi
alasan dasar meningkatnya permintaan pelayanan kesehatan.

2. Berubahnya pola penyakit.
Penyebaran penyakit yang tidak terkontrol serta meluasnya penyakit-penyakit ke
seluruh dunia menjadi salah satu pendorong dalam meningkatnya pelayanan
kesehatan.

3. Teknologi Medis.
Kecanggihan teknologi medis dalam mengobati suatu penyakit menjadikan
jumlah pelayanan kesehatan semakin meningkat.

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi
pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun bagi penerima jasa pelayanan kesehatan,
untuk meningkatkan, mengarahkan dan member.ikan dasar bagi pembangunan di
bidang kesehatan diperlukan adanya perangkat hukum kesehatan yang dinamis.

Penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan yang semula di titik
beratkan pada upaya penyembuhan penderita ( kuratif ) secara berangsur-angsur
berkembang menuju ke arah keterpaduan antara upaya kesehatan yang menyeluruh,

yang menyangkut berupa upaya peningkatan kesehatan ( promotif ), pencegahan



penyakit ( preventif ), penyembuhan penyakit ( kuratif ) dan pemulihan kesehatan (
rehabilitatif’).

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan ditentukan oleh 3 ( tiga )
faktor ) yaitu :

1. Perlunya perawatan kesehatan diatur dengan langkah-langkah atau tindakan-
tindakan oleh pemerintah.

2. Perlunya pengaturan hukum di lingkungan sistem perawatan kesehatan.

3. Perlunya kejelasan yang membatasi antara perawatan kesehatan dengan tindakan
medis ( tertentu ).

Tenaga medis yang meliputi dokter dan dokter gigi wajib untuk mematuhi
standar profesi yang digunakan dalam menjalankan profesinya. Standar profesi ialah
pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesinya
secara baik

Walaupun kebutuhan akan tenaga kesehatan, khususnya tenaga medis
semakin meningkat. Namun tidak berarti dalam pemberian pelayanan kesehatan
terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan standar pengobatan yang mengakibatkan
kerugian bahkan membahayakan kesehatan terhadap pasien.

Dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan,
telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin
canggih, perkembangan ini turut mempengaruhi jasa profesional di bidang kesehatan

yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula.




Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah
besar, dan kemungkinan untuk melakukan kesalahan semakin besar pula. Dalam
banyak hal yang berhubungan dengan masalah kesehatan sering ditemui kasus-kasus
yang merugikan pasien.

Seperti yang terjadi pada Irwanto, Ph.d ( 47 tahun ) dikarenakan dokter
spesialis jantung, dr. Chandramin, SpJp salah dalam mendiagnosis hasil tes
kesehatannya, sehingga obat yang diberikan kepadanya malah menyebabkan
kelumpuhan. * Chealfiro MP ( 3 tahun ) akibat salep kadaluarsa yang diberikan
menyebabkan luka yang cukup parah 3 dan Fatudin Ferdian Syahputra ( 1 tahun 8
bulan ) yang harus rela tangan kirinya diamputasi setelah menjalani operasi akibat
benjolan ditangannnya. 6

Munculnya kasus-kasus di atas merupakan indikasi bahwa kesadaran hukum
masyarakat semakin meningkat. Hal ini pula yang menyebabkan masyarakat ( pasien
) tidak mau lagi menerima begitu saja cara pengobatan seperti yang dilakukan
sebelumnya. Pasien ingin mengetahui bagaimana terapi medis dilakukan dan
bagaimana bekerjanya obat yang diberikan, serta bagaimana harus bertindak sesuai

dengan hak dan kepentingannya apabila mereka menderita kerugian sebagai akibat

dari kesalahan atau kelalaian dokter.

* Suamiku lumpuh akibat salah diagnosis, Majalah Mingguan Femina, No. 17/ XXXI1,
tanggal 22 — 28 April 2004, hal 70

* Salep kadaluarsa bikin si kecil sengasara, Mingguan Wanita Nova, No. 894/ X V1l tanggal
17 April 2005, hal 50

¢ Segores luka dari Ambarawa, Mingguan Wanita Nova, No. 897/ X VIII, tanggal 8 Mei 2005,
hal 52




Dokter sebagai seorang yang mengabdikan diri yang memilki pengetahuan
dan keterampilan khusus wajib melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun tak
jarang karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian pada pasie
(malpraktek ). Menurut Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran pasien di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan memiliki hal-hak
antara lain :

1.  Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis ( the

right to information ).

2.  Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain.

3.  Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.

4.  Menolak tindakan medis.

5.  Mendapatkan isi rekam medis.

Dokter adalah bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai fungsi
memelihara kesehatan dari masyarakat lain. Karena kedudukan dan fungsi yang
khusus ini pulalah maka seorang dokter di dalam masyarakatnya cukup dihormati.
Akan tetapi sebagai seorang manusia, dokter juga setiap saat bertindak atau berbuat
sesuatu. ’ Tindakan dokter di dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasiennya

tak selalu berhasil mengingat dokter hanyalah manusia biasa.

7
B.LT Tamba, Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter ( dalam melakuk ?
Universitas Sriwijaya, 1996, hal 12 ' an perawalan)



Akibat dari malpraktek tentunya membawa kerugian yang besar bagi pasien
tak hanya fisik yang terlihat tapi juga nonfisik/mental yang mengakibatkan pasien itu
trauma untuk berobat lagi ke dokter walaupun kehadiran dokter tidak dapat dihindari.

Seorang dokter dapat dikatakan melakukan suatu kesalahan atau kelalain
dalam menjalankan profesinya, apabila dia tidak memenuhi kewajibannya dengan
baik. Dalam praktiknya, seorang dokter yang berhadapan dengan pasien dalam
upanya melakukan diagnosa dan terapi penyembuhan, didasarkan pada kemampuan
tertinggi yang dimilikinya.

Ketidakberhasilan dokter dalam penangganan kesehatan pasiennya pun
bukanlah berarti telah terjadi malpraktek. Banyak faktor yang ikut mendukung
terjadinya malpraktek pada pasien terutama dari segi hukum pidana yang banyak
membutuhkan bukti berupa unsur-unsur tindak pidana yang berdasarkan kesalahan
atau kelalaian dokter tersebut. ®

Kesalahan / kelalaian dokter dalam pelayanan kesehatan dapat dimintakan
pertanggungjawaban apabila perbuatan dokter tersebut memang telah menyimpang
dari kaidah — kaidah pidana. Apabila perbuatan dokter sudah memenuhi semua unsur

yang disyaratkan, maka dokterpun diberlakukan semua ketentuan pidana.

8 Ibid, hal 124



Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan
kedalam skripsi yang berjudul “ Pertanggungjawaban Pidana Dokter Akibat

Kesalahan / Kelalaian dalam Pelayanan Kesehatan “

B. Permasalahan
Berdasarkan dari uraian pada latar belakang, permasalahan dalam penulisan
skripsi ini dapat dirumuskan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dokter akibat

kesalahan/kelalaian dokter dalam pelayanan kesehatan.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian terhadap masalah tersebut akan dititik beratkan
pada pertanggungjwaban pidana dokter akibat kesalahan / kelalaian dokter dalam

pelayanan kesehatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.
1. Tujuan
Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penulisan adalah untuk
mengidentifikasi atau menganalisis pertanggungjawaban pidana dokter

akibat kesalahan/kelalaian dalam pelayanan kesehatan.



Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan
kedalam skripsi yang berjudul “ Pertanggungjawaban Pidana Dokter Akibat

Kesalahan / Kelalaian dalam Pelayanan Kesehatan “

B. Permasalahan
Berdasarkan dari uraian pada latar belakang, permasalahan dalam penulisan
skripsi ini dapat dirumuskan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dokter akibat

kesalahan/kelalaian dalam pelayanan kesehatan.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian terhadap masalah tersebut akan dititik beratkan

pada pertanggungjwaban pidana dokter akibat kesalahan / kelalaian dalam pelayanan

kesehatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.
1. Tujuan
Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penulisan adalah untuk

mengidentifikasi atau menganalisis pertanggungjawaban pidana dokter

akibat kesalahan/kelalaian dalam pelayanan kesehatan.



Manfaat
Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini
adalah memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana dokter

akibat kesalahan / kelalaian dalam pelayanan kesehatan.

E. Metode Penelitian

1.

3.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif didukung dengan
penelitian hukum empiris yaitu dengan cara menganalisis terhadap persepsi
perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dan melakukan

penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait.

. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah dari penulisan skripsi ini adalah mengunakan pendekatan
yuridis normatif dilengkapi pendekatan y{xridis empiris. Yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan — bahan pustaka yang berhubungan dengan skripsi
serta didukung oleh penelitian lapangan untuk melihat kenyataan yang terjadi
dalam permasalahan skripsi.

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam skripsi ini dilakukan penulis pada
Perpustakan Daerah Palembang, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya, lkatan Dokter Indonesi ( IDI ) di Palembang dan Pengadilan

Negeri Palembang,




10

4. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :
a. Data sekunder

Yaitu meliputi bahan-bahan pustaka yang diperoleh

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan
mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang — undangan. Yang
meliputi Kitab Undang Undang Hukum Pidana., Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana., Undang Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang
Kesehatan., Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai hukum primer seperti literatur-literatur dan
majalah-majalah

3. Bahan hukum tersier yitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi
kamus, internet serta bahan referensi lain yang relevan.

b. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan
cara melakukan wawancara dengan mendatangi Ikatan Dokter Indonesia

Palembang ( IDI ) serta Pengadilan Negeri Palembang
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F. Metode Pengumpulan Data.

a. Penelitian kepustakaan ( Library Research )
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan data yang merupakan
data utama di dalam penulisan ini yang diperoleh dengan cara membaca,
mempelajari serta menelaah buku-buku dan peraturan-peraturan yang
berkenaan dengan materi skripsi.

b. Penelitian lapangan ( Field Research ).
Metode ini digunakan dalam usaha untuk mendapatkan data yang bersifat
praktis, dimana dalam pelaksanaan dilakukan dengan mengadakan
wawancara langsung dalam bentuk tanya jawab kepada pihak yang
berkompeten yaitu Ketua IDI atau yang mewakili wilayah Sumatera Selatan
dan hakim Pengad.ilan Negeri Palembang untuk mendapatkan keterangan

yang jelas

G. Analisis Data.
Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisa kualitatif
dimana data-data yang digunakan berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan

tertulis yang dikumpulkan dan diolah menurut cara-cara analisis atau penafsiran (

interpretasi ) hukum.
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